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Abstrak
 

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan

pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan

nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil.

Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua

fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama

paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti

mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-

bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi.

Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang

hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang

memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar

otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional

tersebut.

Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber

alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI

Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak.

Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5

(lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi.
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